BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1, Keshmpulan
Pada bab teraihir ini Penulis akan memberikan kesimpulan dan
saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya dan diharapkan saran tersebut dapat bermanfaat dalam
meningkatkan penerimaan dan pengamanan sesuai dengan Prosedur

Pengendalian terhadap Restitusi PPM. Adapun beberapa kesimpulan

yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

I. Secara umum Untuk Prosedur pengendalian terhadap Restitusi
PPN menurut SOP (Sandard Operating Frosedures) telah
menunjukan ketentuan vang sudah baik. ada dua yaitu tata cara
penyefesaian permohonan pengembalian pendahuluan Pajak
Pertambahan Nilai unink Waiib Pajak criteria tertentu khusus
Wajib Pajak Patuh dan Tata cara penyslesaian permochonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
untuk selain Wajib Pajak Patuh, Kedua tata cara ini vang
dilekukan oleh KPP kepada Wajib Pajak diantaranya membuat
Surat Permohonan pengembalian Kelebihan Pajak Masukan
yang diajukan secara terfulis maupun dengan cara mengisi

kolom pada SPT Masa PP,
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Prosedur pengendalian penerimaan Restitusi PPN di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung sudah terlaksana
dengan baik, karena SOP atau Standard Operating Prosedures
yang menjadi acuan dalam melaksanakan prosedur dan juga
telah diatur di dalame UU No, 6 Tahun 1983 yang telah diubah
menjadi UL No. 9 Tabun 1994,

Adanya kelemahan Femeriksa Pajak mewaspadai indikasi
Wajib Pajak yang terlibat dalam Faktur fiktif maksudnya
verifikasi lapangan hanyva dilakukan untuk memastikan
kebenaran alasan dan tempat penduduk usaha yang dilanjutkan
Wajib Pajak tersebur dan Pemeriksa belum sepenubnya
melakukan pengujien analisa atas kebenaran Export dan Import
seria pengujian arus utang, arus piutang dan uwang terhadap
penjualan dan pembelian.

Didalam prosedur konfirmasi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pulogadung masih szja menunde-nunda konfimasi ke
Waiib Pajak jadi tidak tepat waktu yang seharusnya dalam 30
heri Wajib Pajak harus sudah menjawab panggilan surat
pemberitahuan. Serta Fertukaran konfirmasi antara Dirjen
Pajak dan BeaCukai vang berkaitan dengan Pajak Masukan
PIB (Pemberitahuan Import Barang) dan PEB (Pemberitahuan

Export Barang) belum maxsimal,
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Kelemahan terjadi di Prosedur/sistera Informasi perpajakan
yang masih sebagian memakai secara manual dan tidak
seluruhnya Online  dicomputer, padahal untuk proses
perekaman klarifikasi Faktur dan penyediaan data base yang
mencapai Wajib Pajak ratusan ribu. Dan ini menghambat

klarifikasi Wajib Pejak

5.2. Baran

Adapun penulis ingin memberikan saran-saran yang sekiranya

dapat bermanfaat untuk dikemudiza hari adalah sebagai berikut :

I.

Scbaiknya para Wajib Pajak  terlebih dahulu  diberikan
pengarahan tentang apa itu Restitusi Pajak, dan cara apa yang
dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Untuk mengantisifikasi indikasi Wajib Pajak yang terlibat
dalam penggunaan Faktur {ikiif hendaknya dilakukan dengan
pengawasan yang lebib ketat terhadap semua pihak vang
terkait, baik dari aparat perpajakan sendiri maupun dari Wajib
Pujak, serta pemeriksa pajak harus sepenuhnya melakukan
pengujian analisa atas kebenaran Export dan Import, arus
utang, arus piutang, dan kas atas penjulan dan pembelian

dengan demikian setidaknya dapat mengurangi usaha-usaha
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manipulasi dengan terus meningkatkan langkah-langkah
pengamanan di waktu-wakw mendatang.

Hendaknya konfirmasi vang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarte Pulogadung tidak mengulur-ulur waktu
dan perlu adanya monitoring yang efekiif dan adanya pantavan
schingga tidak ada Wajib Pajak tidak ada yang mengeluh
tentang konfirmasi

Seluruh prosedur sistem Inforinasi Perpajakan yang sekarang
ini gunakan secars Ouline dicomputer scluruhnya agar proses
klarifikasi Faktur yang menggunakan data base yang besar
capat dilakukan dengan lancar dan cepat.

Untuk prosedur konfirmasi sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak
tidak menunda-nunda kewajibannya, agar Wajib Pajak dapat
raenjawab dan untuk pertukaran informesi antara Dirjen Pajak
dan Bea Cukai yang berkaitan Pajak Masukan PIB dan PEB
harus sudzh maksimai agar dapat tepat waktu.

Diharapkan agar Self Assesment System dapat dijalankan,
dimana para Wajib Pajak lebih bisa menghitung sendiri
pajaknya sesuai dengan prosedur pengendalian Restitusi PPN
vang dilihat dari SOP (Standard Operaring Prosedures) tanpa

diatur oleh pemerintah
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DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LEMBAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK q S Y }

Untuk Arsip WP

NPWP SN T T 1 T 1 O

Diist sestai dengan Nemor Pokok Wejib Fajak yang dimiliki

NAMA WP TS PP OU T UPPPPP PSS
TN 7 A - O TR TRTRRS
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

..............................................................

Ll L L L] LD i

...............................................................

Masa Pajak Talun

m | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untulk masa yang berkenaan

1 I N 2 T I P W
Yiisi sesnai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPRBT

Jumlah Pembayaran Terbilang @ oo et
Diisi dengan rupbahiperith  § e e s s
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal .ooooviee e b e N 48 Sigl
Cap dan tanda tangas Cap dan tanda tengan
Nama JEIAS I vveeeerrviirrrmiisvaresiaseaiaraeaans MamaJelas t e

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

si sesuat buku petunjuk pengisian

1.0.32.01




Lembar kg-1 - Untuk Parmbell BKPPengrima JKP
sebaga bukli Paiak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Momar Seri Fakiur Pajak :

a Kena Pajak

'engukuhan PKP

iarang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

NEPKP
Harga Jual/Penggantian/Uang
Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Muka/Termin
(Fp)
IPenggantian/Uang Mulka/Termin *)
Potongan Harga
Uang Muka yang telah diterima
igenaan Pajak
% x Dasar Pengenaan Pajak
uazlan Alas Barang Rioavah
PP FFa BM
% Rp. .. ... Rpo.o o ... fanggal oL
s Roo Ro.
% Ro. Rp. ...
Hama

Jat:atan

ng kdax parlu



Direktorat Jenderal Pajak

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Standard Cperating Procedures

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMEBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK

PATUH
Revisi Nomoy A0359
Tanggal ¢ 071172007 Halaman I dari7

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraiken tate cara penyelesaian permohonan atas

pengembalian kelebihan pembavaran Pajak Pertambahan Nilai untuk

selain Wajib Pajak patuh.

B. Dasar Hulkum:

1.

Keputusan Menteri Keuzngan Republik  Indonesia  Nomor:
615/KME.00/1989 featang tanggal 5 Juni 1989 tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebikan Fembayaran Pajak Pertambahan Nilai
dan atan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Dircktur Jenderal Pajakk PER-122/PJ/2006 tanggal 15
Agustus 2006 tentang Jlangka Walcwn Penyelesaian Dan Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembavaren Pajak Pertambahan Nilai,
Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah

. Surat Ecdaran Terkait

l.

Surat Edaran Direktur lenderal Pajak Nomor: SE-08/P1.53/2006
tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan  Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/P1.53/2006
tanggal 15 Agusius 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian

Pengembalian Kelebihan Pembayvaran Pajak Pertambahan Nilai,
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atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah

3. Surat Edaran Direkfur Jenderal Pajek Nomor SE-34/PJ2007
tanggal 14 Agustus 2007 ientang Percepatan Jangka Waktu

Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

D. Pihak yang Terkait :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

® N e v s W

2. Kepala Seksi Pelayanan

Pelaksana Seksi Pelayanan

Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan

Wajil» Pajak

E. Formulir yang Digunakan :

1. Permohonan Restitusi PPN beserta lampirannya

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

B, Dokumen yang Dihasilkan :

t. Bukti Penerimaan Sura: (BPS)

A

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP}
Nota Penghitungan (MNothin
surat ketetapan pajak
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G. Prosedur Kerja :

I.

Wajib  Pajak menggjukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PPN beserta fampirannya.

Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannva  belum  lengkap,
permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannva sudah
lengkap, Petugas TFT aken mencetak Bulti Penerimaan Surat
(BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokwmen (LPAD). BPS
akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan
digabungkan dengan sura: permohonan beserta kelengkapannya.
Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan
dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta
kelengkapannya ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP
tentang pemeriksaan.

Kepala Seksi Pelayapnar menerima Nota Penghitungan dan
Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) scbagai hasil dari SOP
Pemeriksaan, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan
untuk. mencetak surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak
diterbitkan dalam rangkap 3 (lima), vaitu ;

a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak

b. Lembar ke-2 : untuk Seksi Pemeriksaan

c. Lembar ke-3 : uniuk Seksi Pelayanan
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Jangka Waktu Fenyelesaian :

Paling lambat :

a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal
permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki
risiko rendah.

b. 4 (empat) bulan sejak saar diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal
permohonan pengembelian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

¢. 12 {dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal
permononan pengembalian diajukan oleh :

1} Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu
dan Penguszha Kera Fajak vang melakukan Kkegiaten tertentu sebagaimana
dimaksud pada huruf & dan huruf b; atau

2} Pengusaha Kena Pajak, terinasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a yang semmuia memiliki risiko rendah vang berdasarkan hasil
pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi,
dilakukan pemeriksaan lengkap baik satn, beberapa, maupun seluruh jenis
pajak.

(Peraturan Direktur Jenderal Fajak Nomor : PER-122/PJ/2006, tanggal 15 Agustus

2006 tentang Jangka Waktu Penvelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atauw Pajak Pertambaban Nilai Dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, pasal 5, ayat 1, huruf ©)
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H. Bagan Arus (Flow Chart) :

TATA CARA PEMYELEGAIAN PERMOHONAN PEMNGEMEALIAN KELEBIMAN PEMBAYARAN PAJAK
FERTAMBAHAN MILAI UNTUK SELAIN WA PALAK PATIM
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Dizahkan oleh ;
a.n. Direkiur Jenderal

Seleretaris Direldorat Jenderal

IGN Mayun Winangun
NIF. 060041967
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TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB
PAJAK KRITERIA TERTENTU KHUSUS WAJIB PAJAK PATUH

Revisi

Nomor
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Tanggal

: 07/11/2007

Halaman

1 dari 6

A, Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai yang diajukan oleh Wajib Pajak patuh.

B. Dasar Hakum :

1. Keputusan

Menteri Keusngan Republik Indonesia Nomor

544/KMK.04/2000 tangeal 29 Desember tentang Kriteria Wajib
Pajak dapat Diberikan Fengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak 2000 s.i.d.td Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 235/KMEK.03/2003

. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ./2001
tanggal 19 Juni 2001 temtang Tata Cara Penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak s.t.d.d
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003

. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/P1/2000
tanggal 29 Desember 2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib
Pajak memenuhi Kriteria Terlenty dan Penvelesaian Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka
Pengembalian Pendshuluan Kelebiban Pembayaran Pajak s.t.d.d
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomoer KEP- 213/PJ/2003

. Peraiuran Dircktur Jenderal Pajak Nomor 122/PJ./2006 tanggal 15
Agustus 2006 tentang Jangka Weaktu Penyelesaian dan Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembavaran Pajak Pertambahan Nilai,
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewzh
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C. Sarat Edaran Terkait :

1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.331/2003
tanggal 22 Juli 2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak
Patuh yang dapai Diberikan Pengembalian  Pendabuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak

Surat Edaran Direltur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2007
tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu

Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

D. Pihak yang Terkait :

1.

NS e A e

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Account Representative

Pelaksana Seksi Pelayanan

Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
Wajib Pajak

E. Formulir yang Digunakan :

1.
2.

Permohonan Pengembalian Pendahuluan

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

F. Dokumen yang Dihasilkan ;

1.
2.

Bukti Penerimaan Surat (I3PS)

Laporan Hasil Penelitian/Pereriksaan
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Birekiorat Jenderal Pajak

Standard Operating Procedures
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Tanggal
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Nota Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (Nothit SKPPEKP)
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

(Ncthit SKPPKP)

G. Prosedur Kerja :

1.

Wajib Pajak Patuh mengajukan Permchonan Pengembalian
Pendahuluan PPN beserta iampirasnya.

Petugas Tempat Pelayavan Terpadu (TPT) menerima surat
permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya
sesuai dengan ketentwan. Dialam hal surat permohonan beserta
persyaratannya belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada
Wajib Pajak untuk dilergkapi. Dalam hal surat permohonan
beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelavanan
Terpadu (TPT) akan mencetak Bukti Pererimaan Surat (BPS) dan
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan
diserahkan kepada Waiib Pajak sedangkan LPAD akan
digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya.
Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kemudian merekam
surat perrnohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beseria kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.

Kepala Sekst Pepgawasan dan Konsuliasi menerima dan
meriugaskan Account Representative untuk melakukan penelitian

Surat Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
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10. Kepala KPP menandatangani SKPPKP dan mengembalikannya
kepuda Kepala Scksi Pelayanan untuk diproses lebih lanjut
dengan SOP tentang Taia Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
Pemrosesan SKPPKP difanjuikan ke SOP Tata Cara Penerbitan
SPMEP.

11. selesal

Jamgka Wakin Penyelesaian @

1 (satu} bulan sejak permohonan diterima sccara lengkap (Keputusan Dirjen
Pzjak KEP-350/P3/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak yang
Memenuhi Kriteria Terieniu dan Penyelesaian Permiohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak, Pasal 4)
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A. Bagan Arus (Flow Chart) :

TATA CARA PENYELECAIAN PERMOMONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK WAJIB PAJAK
KRITERIA TERTENTH HHUSUS WAJIE PAJAK PATUH
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